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menguji kekuatan akarnya. - Ali bin Abi 

Thalib. 

 

 ........  Terkadang yang membuatmu gelisah 

bukanlah musibah yang menguji, tetapi 
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PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT 

SYARIAH MASLAHAT DANA SYARIAH NUSANTARA 

PASCA PERALIHAN KEPEMILIKAN” 

 

Oleh: Septi Dwi Anggraini, NIM. 1811140246 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan 

perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat 

Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling dengan informan yang 

berjumlah 5 orang. Data penelitian dianalisis dengan 

menggunakan model analisis interaksi, di mana terdapat tiga 

tahap yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (display 

data), dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kondisi Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Maslahat Syariah Nusantara sebelum peralihan kepemilikan 

kurang stabil bahkan hampir collapse. Sedangkan, terjadi 

perkembangan yang cukup signifikan pada Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah Maslahat Syariah Nusantara pasca peralihan 

kepemilikan. 

 

Kata Kunci:Peralihan Kepemilikan, Bank  Perkreditan Rakyat 

Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang            

 Perkembangan ekonomi suatu negara dapat ditandai 

dengan perkembangan industri perbankan yang ada dalam 

negara tersebut. Semakin berkembang industri perbankan 

maka semakin baik pula perkembangan ekonomi negara itu 

sendiri. Karena kegiatan perekonomian berhubungan erat 

dengan perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang 

menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan 

dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan 

dananya.Pada situasi persaingan perbankan, bank 

membutuhkan usaha yang keras untuk mendapat calon 

nasabah dan mempertahankan yang sudah ada. Keberhasilan 

usaha tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
1
 

 Munculnya pesaing-pesaing baru mengharuskan 

perusahaan mempunyai produk yang menjadi unggulan dari 

pesaing lain. Semakin banyaknya perusahaan sejenis yang 

beroperasi dengan produk yang ditawarkan, membuat 

konsumen dapat menentukan pilihannya sendiri sesuai 

kebutuhan merupakan salah satu faktor penyebab 

meningkatnya persaingan antar perusahaan. Berbagai metode 

                                                           

1 Richard L, Era Baru Manajemen, Edisi 9, B. (Jakarta: Salemba Empat, 

2010). 
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dilakukan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain,  

bahkan penelitian mengenai keunggulan bersaing pun 

dilakukan supaya mereka tahu apa yang menjadi indikator 

untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bahkan banyak 

Perusahaan yang mengkhususkan mengembangkan 

produknya dan meningkatkan kualitas produk untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan lain. 

 Perkembangan dalam dunia perbankan saat ini semakin 

pesat, banyak berdiri bank-bank pemerintah maupun swasta 

dan kondisi dunia perbankan di Indonesia telah banyak 

mengalami perubahan. Perubahan ini selain disebabkan oleh 

perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas 

dari pengaruh perkembangan external dunia perbankan, 

seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum dan 

sosial. Bank dalam kegiatannya secara umum hanya dapat 

dijalankan apabila dasar beroperasinya bank telah terpenuhi 

dengan baik, karena dasar beroperasinya bank adalah 

kepercayaan, karena bank merupakan lembaga keuangan 

yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan 

pemerintah dan swasta, maupun masyarakat dalam 

menyimpan dana-dananya.  

Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan 

perbankan mulai tumbuh dengan pesat, banyak berdiri bank-

bank baru baik itu bank konvensional maupun bank syariah 

yang bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari 
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masyarakat. Untuk mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat itu bank harus dalam keadaan sehat, karena 

masyarakat akan percaya pada bank yang tingkat 

kesehatannya tinggi. 

Beriringan dengan perkembangan Bank kompetitor 

lainnya, Sumber Daya Manusia memiliki peranan penting 

dalam siklus kehidupan suatu Bank untuk tetap bertahan 

menghadapi tantangan di Industri Perbankan. Sumber daya 

manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam 

organisasi, apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat 

berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. 

Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, 

menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang 

berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasi. 

Sumber daya manusia dapat dilihat dari pelayanan yang 

tepat waktu, tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan 

tugas dan pekerjaan, efektifitas sistem laporan keuangan, dan  

jumlah omset penjualan. Jika dilihat berdasarkan observasi 

awal dalam pencarian informasi Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu pada 

tanggal 2 Januari 2022 bahwa Bank syariah tersebut 

diharapkan aktif dalam perkembangan sektor ekonomi 

kerakyatan di Kota Bengkulu. Dengan berkembangnya 

sektor ekonomi rakyat, maka pelan-pelan persoalan besar 

seperti pengangguran dan kemiskinan bisa diselesaikan. 
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Berkomitmen dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di 

Bengkulu. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana 

Syariah Namun, kenyataannya tujuan awal BPRS belum 

sepenuhnya terealisasi sehingga sekarang Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara sudah 

berubah kepemilikan. Dalam mewujudkan suatu tujuan 

perusahaan/ bank kinerja sumber daya manusia yang terlibat 

sangat berperan penting.  

Jika dilihat kinerja sumber daya manusia sebelum 

peralihan kepemilikan mulai dari pelayanan, tingkat 

keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan, 

efektifitas sistem laporan keuangan, dan  jumlah omset 

penjualan belum sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

pelayanan yang masih belum tepat waktu, kurangnya 

keterampilan sumber daya manusia, efektivitas dalam 

bekerja, dan pendapat yang terus menurun. Sehingga Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah 

Nusantara hampir collapse.   

Kemudian, terjadilah peralihan kepemilikan yang baru 

dan menunjukkan perkembangan yang jauh cukup baik 

dibanding kepemilikan yang lama. Sehingga momentum 

tersebut cukup penting untuk diteliti terkait perkembangan  

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah 

Nusantara pasca peralihan kepemilikan yang ditinjau dari 

kinerja sumber daya manusianya.  
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Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan judul: “Perkembangan Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Maslahat Dana Syariah Nusantara Pasca Peralihan 

Kepemilikan Ditinjau dari Kinerja Sumber Daya Manusia” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja Sumber Daya Manusia Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah 

Nusantara sebelum peralihan kepemilikan? 

2. Bagaimana kinerja Sumber Daya Manusia Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah 

Nusantara pasca peralihan kepemilikan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui kondisi kinerja Sumber Daya 

Manusia Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah 

Nusantara sebelum peralihan kepemilikan. 

2. Untuk mengetahui kinerja Sumber Daya Manusia Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat 
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Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca 

peralihan kepemilikan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

membuat suatu karya ilmiah dan mengaplikasikan hasil 

yang telah didapat di bangku kuliah dengan kenyataan 

yang ada di lapangan. 

2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan 

pengambilan keputusan untukperusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat 

permasalahan yang sama. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Abdul Aziz . “Kepemilikan Bank Syariah Secara Prinsip 

Atas Obyek Pembiayaan Murabahah”. Penelitian ini 

mendukung penelitian terdahulu tentang akta jual beli 

yang tidak sesuai Fatwa DSN MUI dan menolak 

pembenaran pembelian barang dari pemasok atas nama 

nasabah. Fokus penelitian ini pada peralihan 

kepemilikan secara prinsip bagi bank syariah pada 
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pembiayaan murabahah yang dibenarkan. Pembiayaan 

murabahah yang dituangkan secara tertulis dengan 

seharusnya dilakukan setelah barang secara prinsip 

menjadi milik bank dengan pembelian atas nama bank, 

namun yang dilaksanakan bank adalah pembelian atas 

nama nasabah. Pembuktian kepemilikan di Pengadilan 

Agama yang mempedomani Pasal 22 dan Pasal 28 

KHES menjadikan akad jual beli murabahah batal demi 

hukum karena tidak adanya peralihan kepemilikan dari 

pemasok ke bank syariah, dan akad jual beli murabahah 

dapat dibatalkan karena bank syariah tidak memiliki 

kualifikasi sebagai penjual kepada nasabah, serta 

mempedomani Pasal 24 atau Pasal 25 Juncto Pasal 58 

Undang-Undang Perbankan Syariah menjadikan bank 

syariah dapat dikenakan sanksi administrasi pembekuan 

pembiayaan murabahah karena penyamaran transaksi 

pinjam meminjam dalam bentuk pembiayaan 

murabahah. Bank syariah seharusnya bersikap dan 

memposisikan UU Agraria, UU Perbankan Syariah, 

Akad Wakalah, UU Perpajakan, UU Jaminan, tentang 

adanya keharusan peralihan kepemilikan secara prinsip 

bagi bank syariah pada pembiayaan murabahah, demi 

terwujudnya kepastian hukum, demokrasi ekonomi, 

kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan agar tidak 
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menjadi penyebab pembiayaan murabahah bergeser 

menjadi transaksi pinjam meminjam. 

2. Muhammad Fachur Rozak. “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Kepemilikan Aset Dengan Akad Musyarakah 

Mutanaqishah (Studi Kasus: Produk Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah (Pkr) Di Bank Cimb Niaga Syariah 

Cabang Pandanaran)”Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum 

normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan 

adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam vii 

xiv penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti fatwa DSN MUI poin 5 (lima) tentang 

kepemilikan aset dengan akad musyarakah 

mutanaqishah. Menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukan pertama, pelaksanaan pembiayaan akad 

musyarakah mutanaqishah di Bank CIMB Niaga Syariah 

Cabang Pandanaran telah sesuai dengan fatwa DSN MUI 

No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Kedua, terdapat 

ketidaksesuaian mengenai kepemilikan aset dalam akad 

(MMQ). Kepemilikan aset langsung diatasnamakan 

nasabah. Dalam fatwa DSN MUI poin 5 (lima) 

menegaskan bahwa setelah selesai pelunasan penjualan, 

seluruh hishshah LKS beralih kepada syarik lainnya 

(nasabah), berarti selama nasabah belum melunasi porsi 
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kepemilikan bank maka kepemilakan aset tersebut masih 

atas nama bersama (bank dan nasabah). Hal ini 

membuktikan bahwa Bank CIMB Niaga Syariah Cabang 

Pandanaran terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan 

fatwa DSN MUI musyarakah mutanaqishah. Karena 

tidak melakukan pengalihan objek pembiayaan setelah 

nasabah melunasi seluruh porsi kepemilikan dari Bank 

CIMB Niaga Syariah Cabang Pandanaran. 

3. Yutrizal Jacoub1 , Dedi Budiman Hakim, Sri Hartoyo, 

dan Perdana Wahyu Santosa . “Karakteristik Bank 

Target Akuisisi Asing (Cross-Border) Dan Domestik 

Pada Perbankan Indonesia”Metodologi yang digunakan 

adalah statistik deskriptif dan uji beda independen baik 

untuk data parametrik dan non-parametrik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: i) Terdapat perbedaan 

signifikan pada kinerja profitabilitas, ukuran aset, 

efisiensi biaya, kualitas aset pinjaman, dan likuiditas 

antara kedua kelompok bank target; ii) Namun 

permodalan tidak berbeda antara kedua kelompok bank 

target; iii) Karakteristik bank target akuisisi asing 

terutama adalah bank publik, berbeda dengan bank target 

akuisisi domestik yaitu bank non publik. 

4. Muhammad Sabir dan Rifka Tunnisa . “Jaminan Fidusia 

Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum 

Positif Dan Hukum Islam)”. transaksi perbankan di 
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keuangan syariah tidak seluruhnya berbasis 

utangpiutang, namun juga ada yang berbasis modal kerja 

dan jasa. Pada dua transaksi perbankan terakhir tidak 

ditemukan adanya utang-piutang secara prinsip sehingga 

penerapan jaminan fidusia tidak kompatibel dengan 

model transaksi perbankan tersebut. Jaminan surat (al-

rahn altasjili) adalah bentuk jaminan yang dikenalkan 

dalam Islam yang memiliki kemiripan dengan jaminan 

fidusia meskipun tidak sama persis. 

5. Firmansyah Putra dan Muhammad Nafik H.R “Pengaruh 

Perkembangan Bank Umum Syariah Terhadap 

Perkembangan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2015).” 

Data diperoleh berdasarkan laporan statistik bulanan 

Bank Indonesia (BI) dan laporan statistik bulanan dari 

Indeks Produksi Industri Bulanan di Besar dan 

Menengah skala dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia dan juga laporan tahunan dari masing-masing 

bank syariah yang menyimpulkan dalam pengamatan ini. 

Total aset, dan total pembiayaan sebagai variabel yang 

mewakili bank syariah. PDB (Produk Domestik Bruto) 

adalah variabel yang mewakili perkembangan ekonomi. 

Dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda, 

diperoleh hasil bahwa Secara umum, perbankan syariah 

mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian 

lapangan (field research),yaitu penelitian yang langsung 

ke lapangan untuk memperoleh data lengkap dan valid 

mengenai perkembangan Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca 

peralihan kepemilikan. 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan metode 

jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai 

dengan apa adanya.
2
 Yang mana dalam penelitian ini 

mendeskripsikan perkembangan Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Pasca 

Peralihan Kepemilikan. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan 

Desember 2021 s/d April 2022 dan bertempat di Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Jl. Pangeran 

Natadirja No.244, Jl. Gedang, Kec. Gading Cempaka, 

Kota Bengkulu. 

                                                           

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2019), h.240 
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3. Informan Penelitian 

 Teknik penentuan informan dengan purposive 

sampling.
3
 Peneliti menggunakan purposive sampling 

karena informan sebagai kelompok yang 

dipertimbangkan secara cermat guna memperoleh 

informasi yang cukup lengkap dan detail.  Pada 

penelitian ini, informan penelitian terdiri dari 5 orang 

informan yaitu 1 orang customer service, 1 orang teller, 

1 orang supervisor operational, dan 2 orang nasabah 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana 

Syariah Nusantara. Populasi karyawan Keseluruhan. 

orang, Sample sebanyak 3 orang karena ketuga 

karyawan tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi 

informan pada penelitian saya. 

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung 

dari karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Maslahat Dana Syariah Nusantara. Sehingga data 

primer adalah data yang diperoleh dari hasil 

observasi lapangan oleh peneliti, wawancara 

kepada 5 orang informan terdiri dari 3 orang 

karyawan dan 2 orang nasabah. 

                                                           

3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2019), h. 85. 
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2. Data sekunder yaitu data yang mendukung atas 

permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh 

dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat 

Dana Syariah Nusantara seperti profil tentang 

bank, data informan, dan sebagainya. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Pada hal ini peneliti akan mengadakan 

penelitian dengan cara mengumpulkan data secara 

langsung, melalui pengamatan di lapangan 

terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk 

mendapatkan data tertulis yang di anggap relevan 

di tempat penelitian yaitu Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi 

secara respon antara penanya dan narasumber yang 

bertujuan untuk mendapatkan informasi.
4
 Dalam 

hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara 

langsung  karyawan Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara. 

 

 

                                                           

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2019), h. 246. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan untuk 

merekam dan menyimpan berbagai data penting 

yang dihasilkan olehkegiatan yang berhubungan 

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Maslahat Dana Syariah Nusantara Pasca Peralihan 

Kepemilikan. Kegiatan dokumentasi pada 

penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar 

atau foto pada saat melakukan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan model 

analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan 

sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan 

data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu:
5
 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan 

data yang didapatkan dari hasil penelitan dan 

melakukan pemilihan terhadap data penting yang 

didapat pada saat melakukan wawancara. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif data yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam 

penelitian ini peneliti menguraikan data dari hasil 

                                                           

5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2013), h.247 
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penelitian yang peneliti dapatkan saat melakukan 

penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Maslahat Dana Syariah Nusantara. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data disajkan, kemudian peneliti 

melakukan penarikan kesimpulan dari hasil 

penelitian. Kesimpulan yang peneliti ambil dari 

data dan hasil penelitian yang peneliti lakukan di 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana 

Syariah Nusantara. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini 

secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika 

penulisan atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang 

terbagi atas lima bab dengan masing-masing uraian sebagai 

berikut: 

BAB I Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II Merupakan bagian kajian teori, dalam bab ini 

kajian teori dijelaskan mengenai landasan teori yang 

dijadikan sebagai acuan penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. 
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BAB III Merupakan bagian deskripsi atau gambaran 

umum objek penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Kota Bengkulu. 

BAB IV Merupakan bagian analisis dan pembahasan, 

bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil 

analisis dan pembahasan mengenai perkembangan Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah 

Nusantara pasca peralihan kepemilikan. 

BAB V Merupakan bagian penutup yaitu akhir dalam 

penelitian ini, bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang 

dapat diberikan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Perkembangan Perusahaan 

1. Pengertian Perkembangan 

Istilah perkembangan berarti serangkaian 

perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari               

Dianie E papalia mengartikan perkembangan sebagai 

perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam 

organisme dari lahir sampai mati, pertumbuhan, 

perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari 

bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian 

fungsional, dan kedewasaan atau kemunculan pola-pola 

asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. 

Menurut Van den Daele “Perkembangan berarti 

perubahan secara kualitatif”. Ini berarti bahwa 

perkembangan bukan sekedar penambah beberapa 

sentimeter pada tinggi badan seseorang atau 

peningkatakn kemampuan seseorang, melainkan suatu 

proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang 

kompleks. Menurut F.J. Monks, pengertian 

perkembangan menunjuk pada “suatu proses ke arah 

yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali”.  

Perkembangan menunjuk pada perubahan yang 

bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. 

Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang 
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kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi 

pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan 

pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Dari beberapa 

pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan umum, 

bahwa yang dimaksud dengan perkembangan adalah 

perkembangan itu tidak terbataspada pengertian 

pertumbuhan semakin membesar, melainkan di 

dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan psikis 

yang berlangsung terus-menerus dan bersifat tetap dari 

fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki 

individu. Pada pengertian pertumbuhan semakin 

membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung 

serangkaian perubahan psikis yang berlangsung terus-

menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah 

dan rohaniah yang dimiliki individu. 

Perkembangan adalah produk, jasa, ide, dan 

persepsi yang baru dari seseorang. Perkembangan adalah 

produk atau jasa  yang  dipersepsikan oleh  konsumen 

sebagai produk atau jasa baru. Secara sederhana, 

perkembangan dapat diartikan sebagai terobosan yang 

berkaitan dengan produk-produk baru.
1
 Pengertian 

perkembangan adalah implementasi gagasan-gagasan 

baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang 

                                                           

1 Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, Manajemen 

Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen (Yogyakarta: BPFE, 2014), h.99 
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dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam 

tatanan organisasi tertentu.
2
 Perkembangan tidak hanya 

terbatas pada perkembangan produk-produk atau jasa-

jasa baru. Perkembangan juga termasuk pada  pemikiran 

bisnis baru dan proses baru. Perkembangan juga 

dipandang sebagai mekanisme perusahaan untuk 

beradaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Oleh 

sebab itu  maka perusahaan diharapkan menciptakan 

pemikiran-pemikiran baru, gagasan baru yang 

menawarkan produk inovatif serta memberikan 

pelayanan  yang  memuaskan bagi pelanggan. 

Perkembangan semakin memiliki arti penting bukan  

saja sebagai suatu alat untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan melainkan juga untuk 

unggul dalam persaingan. 
3
 

2. Karakteristik Perkembangan 

Karakteristik perkembangan terdiri dari 5 hal yaitu:  

a. Keunggulan relatif (relatif advantage), pertanyaan 

terpenting untuk diajukan dalam mengevaluasi 

keberhasilan potensial dari suatu produk baru yaitu, 

“apakah produk bersangkutan akan dirasa 

                                                           

2 Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, Manajemen 

Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen…., h.99 
3 Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, Manajemen 

Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen…., h.99 
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menawarkan keunggulan yang jauh lebih besar 

dibandingkan produk yang digantikan. 

b. Keserasian/kesesuaian (compatibility), adalah 

determinan penting dari penerimaan produk baru. 

Kesesuaian merujuk pada tingkat dimana produk 

konsisten dengan nilai yang sudah ada dan 

pengalaman masa lalu dari calon adopter.  

c. Kekomplekan (complexity), adalah tingkat dimana 

perkembangan 

d. Dirasa sulit untuk dimengerti dan digunakan. 

Semakin komplek produk bersangkutan, semakin sulit 

produk itu memperoleh penerimaan.  

e. Ketercobaan (trialability) Merupakan tingkat apakah 

suatu perkembangan dapat dicoba terlebih dahulu 

atau harus terikat untuk menggunakannya. Suatu 

perkembangan dapat diujicobakan pada keadaan 

sesungguhnya, perkembangan pada umumnya lebih 

cepat diadopsi. Untuk lebih mempercepat proses 

adopsi, maka suatu perkembangan harus mampu 

menunjukkan keunggulannya. Produk baru lebih 

mungkin berhasil jika konsumen dapat mencoba atau 

bereksperimen dengan ide secara terbatas.  

f. Keterlihatan (observability) Tingkat bagaimana hasil 

penggunaan suatu perkembangan dapat dilihat oleh 

orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil 
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suatu perkembangan, semakin besar kemungkinan 

perkembangan diadopsi oleh orang atau sekelompok 

orang. Keterlihatan dan kemudahan komunikasi 

mencerminkan tingkat di mana hasil dari pemakaian 

produk baru terlihat oleh teman dan tetangga.
4
 

 

B. Kinerja Sumber Daya Manusia 

 Kinerja merupakan hasil pelaksanaan suatupekerjaan 

baik bersifat fisik / material maupun non fisik / non material . 

Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan 

seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan 

organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja sebagai 

hasil-hasil fungsi pekerjaan / kegiatan seseorang atau 

kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam 

periode waktu tertentu. Menurut Sulistiyani, kinerja 

seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, 

dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.
5
 

 Kinerja merupakan aktualisasi antara kemampuan dan 

motivasi. Kinerja merupakan hasil pencapaian secara nyata 

dalam periode tertentu baik secara individu maupun secara 

                                                           

4 Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, Manajemen 

Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen…., h.100 
5 Hakim, A. (2015). Peran kepemimpinan dan budaya organisasi 

terhadap kinerja sumber daya manusia di wawotobi. Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis, 16(1), 1-11. 
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kelompok. Kinerja menjadi bukti keberhasilan dan sebagai 

tolok ukur bagi perusahaan atau lembaga. Kinerja seseorang 

juga ditentukan oleh kemampuan yang dimilikinya. Kinerja 

juga dapat ditentukan oleh beberapa faktor sebagai 

pendukung keberhasilannya.
6
 

 Menurut Moeheriono,indikator kinerja meliputi beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Pelayanan yang tepat waktu 

2. Tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan 

pekerjaan 

3. Efektifitas sistem laporan keuangan 

4. Jumlah omset penjualan 

 Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 

 

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

 Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan 

pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 

akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan 

tugasnya sebagai Bank pembina lumbung desa, bank 

                                                           

6 Nurjaya, N., Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2021). 

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan 

Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di 

Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen 

Sumber Daya Manusia), 4(3), 332-346. 
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pasar, bank desa, bank pegawai dan bank bank sejenis 

lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, 

seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama 

kali diakui sebagai bagian dari Paket Kebijakan 

Keuangan, Moneter, dan perbankan. Secara historis, 

BPR adalah penjelmaan dari beberapa lembaga 

keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank 

Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa 

(BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha 

Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan 

(LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga 

lainnya yang dapat disamakan dengan itu.Menurut 

Sholahuddin dan Lukman, BPRS dapat diartikan sebagai 

perbankan yang sistem kerjanya sudah menerapkan 

sistem ekonomi syariah yang didasarkan dalam syariat 

Islam. BPRS didirikan untuk perbankan secara umum 

dan secara khusus untuk mengisi peluang terhadap 

kebijakan bank konvensional dalam menetapkan tingkat 

suku bunga dan juga berbagai paket 

kebijaksanaankeuangan dan moneter. Kemudian BPRS 

dikenal sebagai sistem yang menganut sistem ekonomi 

syariah berdasarkan syariat Islam. 
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 Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia 

yang tengah mengalami restrukturisasi ekonomi.
7
 

Restrukturisasi perekonomian di Indonesia itu terwujud 

dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, 

moneter, termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, 

berdirinya BPRS dilatarbelakangi pula oleh adanya 

peluang bagi pengembangan Bank Islam dalam Undang-

undang perbankan, yang membolehkan menggunakan 

prinsip bagi hasil. Kehadiran Bank Perkeditan Rakyat 

Syariah (BPRS) diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat golongan 

ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi 

sasaran utama dari Bank Perkeditan Rakyat Syariah 

(BPRS) adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan 

tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan 

tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat 

golongan ekonomi lemah. Kehadiran Bank Perkeditan 

Rakyat Syariah (BPRS) bisa menjadi sumber 

permodalan bagi pengembangan usaha-usaha 

masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada 

gilirannya bisa meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan dalam aktivitasnya, Bank Perkreditan 

                                                           

7  http://digilib.uinsgd.ac.id/2607/4/4_bab1.pdf, Pada hari Jumat, Tanggal 

03 Juni 2022, Pukul 21.05 WIB 
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Rakyat Syariah akan dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan seputar fungsi dasar perbankan. 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, 

yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi pihak-pihak yang memerlukan pendanaan.  

 Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai 

dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip 

syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan 

bank konvensional.  Pada intinya prinsip  syariah 

tersebut mengacu kepada syariah Islam yang 

berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist.Islam 

sebagai agama merupakan konsep yang mengatur 

kehidupan manusia secara komprehensif dan universal 

baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (Hablumin 

Allah) maupun dalam hubungan sesama manusia 

(Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran 

Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlaq.
8
 Bank syariah 

dalam menyalurkan pembiayaannya harus berdasarkan 

dua prinsip perbankan syariah yang mendasar. Pertama, 

prinsip keadilan, pembiayaan harus saling 

menguntungkan baik bagi pihak pengguna dana maupun 

pihak penyedia dana. Kedua, prinsip kepercayaan, 

                                                           

8 Otoritas Jasa Keuangan, “Prinsip Dan Konsep PB Syariah,” last 

modified 2022, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-

syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx, Pada Minggu, Tanggal 05 

Juni 2022, Pukul 20.00 WIB. 



 
 

26 

 

merupakan landasan dalam menentukan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan 

lembaga keuangan syariah yang pertama kali 

mendapatkan izin usaha setelah dikeluarkannya Pakto 

1988 tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan 

pendirian bank-bank baru selain yang telah ada.  

 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  

menjadi pendorong perkembangan perbankan syariah di 

Indonesia yang diikuti dengan berdirinya Bank 

Muamalat Indonesia. Disahkannya Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, memberikan 

landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem 

perbankan syariah dan industri perbankan syariah 

berkembang lebih cepat. Pada periode 1992 sampai 

dengan 1998, terdapat satu bank umum syariah dan 78 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah beroperasi 

Perkembangan BPRS dalam periode lima tahun terakhir 

ini mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa 

Bank Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS) memberikan 

andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan 

memberikan dampak terhadap kemajuan perekonomian 

terutama ekonomi skala kecil. 

Kondisi ini dibuktikan dengan perkembangan aset, 

DPK (Dana Pihak Ketiga), dan penyaluran pembiayaan. 
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  sebagai salah 

satu lembaga keuangan syariah yang mengalami 

peningkatan, memberikan gambaran peluang dan potensi 

untuk terus dikembangkan.Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) menjadi alternatif untuk dapat melayani 

seluruh lapisan masyarakat terutama pengusaha 

menengah, kecil dan mikro secara optimal.
9
 Sebelum 

lahirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di 

Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya 

Bank Perkreditan Rakyat (BPRS). Menurut UU No. 21 

Tahun 2008 disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat 

(BPR) adalah bank konvensional yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Dimana Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) 

konvensional masihmenerapkan sistem bunga dalam 

operasionalnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau 

yang biasa disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan 

yang ditujukkan bagi masyarakat golongan menengah 

dan menengah kebawah. Lokasi BPRS ini biasanya dapat 

dijumpai di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh 

bank, Menurut UU Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 tentang 

Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank 

                                                           

9 Yunita Agza and Darwanto, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, 

Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah,” Jurnal Iqtishadia 10, no. 1 (2017): 225–245. 
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Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) adalah Bank 

Syari’ah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Pasal.
10

 

UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa 

Perbankan Syari’ah dalam melakukan kegiatan usahanya 

berasaskan Prinsip Syari’ah , demokrasi ekonomi, dan 

prinsip kehati-hatian. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Bank Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga 

keuangan Bank yang dibawahi oleh dewan kebijakan 

moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa menghalalkan 

riba serta suku bunga yang berorientasi pada masyarakat 

di tingkat desa ataupun kecamatan. 

Bank Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai 

salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang 

kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut 

agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik 

dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
11

 

Pentingnya meningkatkan kinerja Bank Perkeditan 

Rakyat Syariah (BPRS) salah satunya yaitu untuk 

                                                           

10 Slamat, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan 

Perbankan (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015). 
11 Otoritas Jasa Keuangan, “Regulasi Dokumen POJK Tentang Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah,” last modified 2014, 

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-

Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK BPRS 14.01 Penjelasan 

(k.e).pdf%5C, Pada Senin, Tanggal 06 Juni 2022, Pukul 09. 33 WIB 
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memaksimalkan perannya sebagai salah satu sumber 

dana bagi UMKM yang memiliki bagian besar dalam laju 

perekonomian bangsa. UMKM menjadi prioritas bisnis 

bagi Bank Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS). Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 

memberikan gambaran bahwa UMKM merupakan 

kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja 

dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada 

masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan 

dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan 

stabilitas nasional dan merupakan salah satu pilar utama 

dalam perekonomian. UMKM Indonesia harus terus 

ditingkatkan mengingat sejak tahun 2015 Indonesia 

menghadapi pasar bebas Asean atau Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) yang menjadi tantangan baru 

bagi para pelaku UMKM. Salah satu cara untuk 

meningkatkan UMKM adalah memberikan permodalan 

yang mudah diakses oleh para pelaku UMKM. 

Berdasarkan data sehubungan dengan kinerja Bank 

Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS) pada statistik 

perbankan syariah (SPS), OJK mencatat bahwa per 

September 2021 Bank Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS) 

mengalami pertumbuhan dalam hal jumlah bank, asset, 

capital adequacy ratio (CAR), dana pihak ketiga (DPK), 



 
 

30 

 

dan pembiayaan. Untukpenyaluran pembiayaan Bank 

Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS) pada UMKM 

mencapai Rp 3,377 triliun, jumlah ini selalu meningkat 

pada setiap tahunnya. 

Peluang penyaluran pembiayaan terhadap UMKM 

cukup besar. Masih banyak pelaku UMKM yang belum 

tersentuh, sedangkan BPRS belum mampu menggarap 

dengan maksimal dan tantangan Bank Perkeditan Rakyat 

Syariah (BPRS) dalam persaingan dengan lembaga 

keuangan lain. Pencapaian kinerja Bank Perkeditan 

Rakyat Syariah (BPRS) yang sehat, kuat dan terpercaya 

diperlukan agar dapat meraih peluang dan menghadapi 

tantangan tersebut, salah satunya yaitu dengan 

meningkatkan efisiensi Bank Perkeditan Rakyat Syariah 

(BPRS). Efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah 

satu parameter kinerja yang cukup populer dan banyak 

digunakan untuk menjawab atas kesulitan-kesulitan 

dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja perbankan. 

Pengawasan dan pengukuran tingkat efisiensi kinerja 

pada Bank Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS) perlu 

dilakukan dengan dasar untuk menjaga dan menganalisis 

pengembangan peran dan fungsi Bank Perkeditan Rakyat 

Syariah (BPRS) sebagai lembaga yang memberikan 

pelayanan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan 

menengah. 
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Peningkatan efisiensi pada biaya operasional akan 

meningkatkan profit dan peluang dalam persaingan. Hal 

ini sesuai dengan kondisi Bank Perkeditan Rakyat 

Syariah (BPRS) yang banyak bersaing dengan lembaga 

keuangan mikro lainnya. Peningkatan efisiensi kinerja 

pada Bank Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS) pun akan 

menarik nasabah dengan kualitas dan layanan yang 

ditawarkan. Kesadaran akan pentingnya efisiensi dapat 

membantu para regulator untuk membuat peraturan yang 

baik pada industri perbankan. Efisiensi bisa terukur 

dengan melihat tingkat input yang ada namun ingin 

mendapatkan tingkat output yang optimal, atau 

mendapatkan tingkat input minimum dengan tingkat 

output tertentu. Proses identifikasi alokasi output dan 

input dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab 

ketidakefisienanInput untuk mengetahui efisiensi kinerja 

Bank Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Dana 

Pihak Ketiga (DPK) dan biaya operasional Bank 

Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS). DPK merupakan 

sumber dana utama bagi Bank Perkeditan Rakyat Syariah 

(BPRS) yang diperoleh dari masyarakat. BPRS memiliki 

peran sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun 

dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat. Pengelolaan menghimpun dana dan 
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menyalurkan dana tersebut menjadi ukuran keberhasilan 

Bank Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS). 

 Input selanjutnya adalah biaya operasional dan 

pengelolaan biaya operasional menjadi ukuran efisiensi 

kinerja Bank Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS). 

Pengukuran efisiensi pada Bank Perkeditan Rakyat 

Syariah (BPRS) penting untuk dilakukan sebagai suatu 

parameter kinerja. Pengukuran efisiensi dapat memakai 

pendekatan parametrik dan non-parametrik, salah satu 

metode yang paling tepat dalam mengukur tingkat 

efisiensi dengan menggunakan metode non-parametrik 

yaitu dengan Data Evelopment Analisys (DEA). 
12

Bank  

Perkreditan  Rakyat  (BPR)  adalah  bank  yang  

melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  “konvensional”  

atau  berdasarkan  “prinsip   syariah”   yang   dalam  

kegiatannya    tidak     memberikan    jasa  dalam  lalu  

lintas  pembayaran.  Artinya  kegiatan   Bank Perkeditan 

Rakyat (BPR)   jauh   lebih   sempit   jika  dibandingkan    

dengan    kegiatan    bank  umum.
13

 Berikut usaha yang 

dapat dilaksanakan oleh Bank Perkeditan Rakyat (BPR) 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau 

                                                           

12 Syfari’i Muhammad Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, 

Cetakan Pe. (Jakarta: Gema Insani Press, 2013). 
13 Bachtiar Simatupang, “Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan 

Perekonomian Indonesia,” Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma 6, no. 2 

(2019): 136–146. 
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bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, 

memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan 

penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, 

dan atau tabungan pada bank lain.
14

 

Prinsip-prinsip tersebut adalah meliputi prinsip 

bagi hasil (Mudharabah), prinsip penyertaan modal 

(Musyarakah), dan prinsip jual beli barang dengan 

memperoleh keuntungan (Murabahah). Untuk sistem 

pengawasan, Bank Perkeditan Rakyat Syariah (BPRS) 

mempunyai Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan 

Pengawas Nasional yang langsung diaudit oleh tenaga-

tenaga profesional di bawah Bank Indonesia (BI) dan 

Islamic Banking (IB).Bank Pengkreditan Rakyat yang 

selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang Perbankan yang kemudian telah diubah dalam 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Sedangkan 

Bank pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya 

disebut BPRS sebagaimana yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perbankan 

                                                           

14 Otoritas Jasa Keuangan, “Kanal Perbankan Bank Perkreditan 

Rakyat,” https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-

Rakyat.aspx, Pada Senin, Tanggal 06 Juni 2022, Pukul 20.33 WIB 
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Syariah. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang 

perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan 

menyebutkan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 

1 menyebutkan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah 

adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

Berdasarkan undang-undang No.21 tahun 2008 

disebutkan bahwa istilah Bank Pengkreditan Rakyat 

diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya 

perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah. Dalam definisi terbaru, pembiayaan 

dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa 

menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam 

meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa Dilihat dari 

jenis usahanya, Bank Perkeditan Rakyat (BPR) 

mempunyai usaha yang lebih sederhana dibandingkan 

dengan Bank Umum. Meskipun tidak disebutkan secara 

tegas oleh undang-undang, namun tersirat bahwa Bank 

Umum mempunyai usaha pokok dan usaha tambahan.  
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Sedangkan Bank Perkeditan Rakyat (BPR) hanya 

menjalankan usaha pokok saja. Namun demikian tidak 

dapat disimpulkan bahwa Bank Perkeditan Rakyat 

(BPR) merupakan bank khusus di bidang pengkreditan, 

karena Bank Umum juga mempunyai usaha 

pengkreditan. Dalam undang-undang tidak ada sifat-sifat 

khusus yang dimiliki Bank Perkeditan Rakyat (BPR). 

Sedangkan yang tampak hanya usahanya yang lebih 

sederhana dibandingkan dengan Bank Umum. Sebagai 

salah satu lembaga intermediasi, Bank Perkeditan 

Rakyat (BPR) mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan bank umum. Menurut pasal 21 Undang-Undang 

nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,usaha 

BPR meliputi: 

a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain 

dan investasi berupa deposito atau tabungan atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan akad mudharabah akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah.  

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah 

atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad 

murabahah, salam, istishna, qardh, dan ijarah,  
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c. Menempatkan dana pada Bank syariah lain dalam 

bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau 

investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah.  

d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun kepentingan nasabah melalui rekening 

Bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank 

Umum Syariah, konvensional, dan UUS,  

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan 

usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan 

prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI.  

Bank syariah adalah bank umum atau bank 

pembiayaan rakyat yang melaksanakan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah 

tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi 

hasil.
15

 

a. Konvensional/bunga :  

1) Penentuan bunga dibuat pada waktu perjanjian 

 (akad) dengan asumsi selalu beruntung.  

2) Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah  

 uang (modal) yang dipinjam.  

                                                           

15 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Edisi Kedua. (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2015)h.77 
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3) Pembayaran bunga tetap tanpa pertimbangan  

 apakah proyek yang dijalankan oleh pihak  

 nasabah untungatau rugi. 

4) Jumlah pembiayaan bunga tidak meningkat  

 sekalipun jumlah keuntungan berlipat.  

5) Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak  

 dikecam) oleh suatu agama.  

b. Bagi hasil dalam istilah syariah : 

1) Penentuan nisbah bagi hasil dibuat waktu 

akad, berpedoman pada untung dan rugi. 

2) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada 

keuntungan yang diperoleh.  

3) Bagi hasil bergantung pada keuntungan 

proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua 

belah pihak 

4) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai 

dengan peningkatan jumlah pendapatan. 

5) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi 

hasil.  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah 

bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta 

pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank 

konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah 

adalah: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamlat Indonesia, 
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Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA 

Syariah, dan Bank BRI Syariah.
16

 

Secara umum, pengertian Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) (Islamic Bank) adalah bank yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat 

Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk 

menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam 

itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (interest-freebank), 

bank tanpa riba (lariba bank), dan bank syariah (shari’a 

bank). Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian 

bank Islam, yaitu sebagaimana dijelaskan berikut ini: 

Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi‟I 

Antonio, memberikan definisi bank Islam sebagai 

berikut: Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang 

dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan 

syariah Islam khususnya yang menyangkut tatacara 

bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat 

itu dijauhi praktik-praktik yang dikhwatirkan 

mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan 

kegiatan-kegiatan invenstasi atas dasar bagi hasil dan 

pembiayaan perdagangan.
17

 Selanjutnya dijelaskan oleh 

                                                           

 16 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2015). 
17 Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 

2015), h. 33-35 
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Warkum Sumitro mendefinisikan bank Islam sebagai 

berikut bank Islam berarti bank yang tata cara 

beroparasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah 

secara islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-

ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.  

Di dalam operasionalisasinya, bank Islam harus 

mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik 

usaha yang dilakukan di zaman Rasulluah, bentuk-

bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak 

dilarang oleh Rasulluah atau bentuk-bentuk usaha baru 

sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan 

muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-

Quran dan Al-Hadis.
18

 M. Amin Aziz mengenai 

pengertian bank Islam sebagai berikut:” 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah 

lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan 

operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi 

perbankan mengikuti tata caraberusaha maupun 

perjanjian berusaha berdasarakan Al-Quran dan Sunnah 

Rasul Muhammad SAW dan bukan tata cara dan 

perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh Al-Quran 

dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Dalam operasinya 

bank Islam menggunakan sistem bagi hasil penimbalan 

                                                           

18 Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 

2015), h. 33-35 
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lainnya yang sesuai dengan syariat Islam, tidak 

menggunakan bunga.
19

 

Kemudian menurut Cholil Uman mengartikan 

yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) dan memperbandingkan dengan bank 

non Islam, sebagai berikut Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) adalah sebuah lembaga keuangan yang 

menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah 

tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab 

bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan bank non Islam 

adalah sebuah lembaga keuanagan yang berfungsi 

utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada 

yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-

usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem 

bunga.
20

 

Pengabungan dua kata dimaksud, menjadi “bank 

syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan 

yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang 

berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana 

untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan 

hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut 

Islamic banking atau interest feebanking, yaitu suatu 

                                                           

19 Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 

2015), h. 33-35 
20 Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 

2015), h. 33-35 
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sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya 

tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi 

(maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan 

(gharar).  

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan 

mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito 

dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai 

kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan 

kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau 

skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. 

Pada sisi kewajiban, terdapat dua katergori utama, yaitu 

interest-fee current and saving accounts dan invesment 

accountsyang berdasarkan pada prinsip LPS (Profit and 

Loss Sharing) antara pihak bang dan depositor; 

sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya 

adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba 

dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti 

mudharabah, musyarakah, istisna, salam,dan lain-lain.
21

 

Untuk mencapai tujuan akutansi yang bersifat prinsip 

atau standar, struktur dasar aktivitas investasi dapat 

diklarifikasi ke dalam dua bagian, yaitu rekening 

investasi tanpa batasan (unrestricted invesment 

accounts). Hal dimaksud berarti bank berdasarkan 

                                                           

21 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 

h.42-44 
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prinsip syariah memiliki kebebasan untuk 

menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai 

kegiatan investasi tanpa dibatasi oleh ketentuan-

ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara 

bersama-sama dengan modal pemilik bank.
22

 

Rekening investasi dengan batasan (restricted 

invesment accounts). Hal ini berarti pihak bank hanya 

bertindak sebagai manajer yang tidak memiliki otoritas 

untuk mencampurkan dana yang diterimanya dengan 

modal pemilik bank tanpa persetujuan investor. Selain 

kedua hal di atas, bank syariah juga harus merefleksikan 

fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana 

amal lainnya termasuk danaqard hasan. Sementara itu, 

pada aspek pengenalan (recognition), pengukuran 

(measurement), dan pencatatan (recording) setiap 

transaksi pada sistem akutansi bank syariah terdapat 

kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada sistem 

perbankan konvensional.
23

 

2. Dasar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara 

yuridis normatif dan yuridis empiris diakui 

keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan 

                                                           

22 Slamat, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan 

Perbankan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), h.36 
23 Slamat, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan 

Perbankan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), h.36 
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secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-

undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. 
24

 

 Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris 

dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang 

pada umumnya di seluruh Ibukota Provinsi dan 

Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank 

konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka 

unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, 

pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara 

yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan 

berkembang secara luas kegiatan usaha perbakan 

syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank 

umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang 

                                                           

24 Slamat, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan 

Perbankan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), h.36 



 
 

44 

 

yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah.
25 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan 

Muamalah serta bank konvensional yang membuka 

layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia. Undang-Undang dimaksud, 

yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan 

Bank Indonesia. Dalam hal ini, penulis merumuskan 

beberapa garis hukum sebagai berikut:  

a. Perbankan adalah segala segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank, mencakup tentang 

kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya,  

b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk lainnya dalam  

c. meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

                                                           

25 Slamat, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan 

Perbankan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), h.36 
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penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengendalikan uang dantagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil,  

d. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak 

lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan 

kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya 

yangdinyatakan sesuai syariah, antara lain 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan dengan prinsip 

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli 

barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah), pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah), atau adanya pilihan pemindahan pemilikan 

atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak 

lain (ijarah wa iqtima). 

Al-Quran juga dinyatakan sebagai sumber dari 

segala sumber hukum. Artinya apapun sumber atau dalil 

hukum syarat yang lain tetap menjadikan Al-

Quransebagai rujukan utama dan tidak boleh 
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bertentangan dengannya. Jika masalah bunga bank 

dijadikan sebagai perumpamaan, tenyata tidak dapat 

dijawab secara langsung oleh Al-Quran dan tentang 

ketentuan hukumnya dapat diulas secara lebih jelas oleh 

Sunnah Rasullullah atau berdasarkan analisis dan 

kebenaran para mujtahid. Namun tidak boleh menyalahi 

dan harus mengikuti prinsip dasar ayat Al-Qur'an.
26

 

“Dasar-dasar syariah dalam menetapkan imbal jasa 

dengan mengacukitab Al-Quran pada Surat Al-Imran 

ayat 130 yang berbunyi:” 

َٰٓأٌَُِّبَ  اْ ءَاهٌَُْاْ لََ تأَۡكُلُْاْ  ٱلَّزٌِيَ  ٌَ  َٰٓ  ْ ثَ   ٱلشِّ
ٗۖ
عَفةَٗ ضَ  فٗب هُّ أضَۡعَ 

َ  ٱتَّقُْاْ َّ    ٠٣١لعََلَّكُنۡ تفُۡلحُِْىَ  ٱللَّّ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat 

gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan”. 

 

Yang dimaksud riba di sini ialah Riba nasi'ah. 

menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu 

selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba 

itu ada dua macam meliputi nasiah dan fadhl.Riba nasiah 

ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang 

yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu 

barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak 

                                                           

26 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 

2015), h.65 
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jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 

demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi 

dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam 

ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum 

terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Surat Al 

Baqarah ayat 275, 276 dan 279  

اْ لََ ٌقَُْهُْىَ إلََِّ كَوَب ٌقَُْمُ    ْ ثَ ٱلَّزِي ٱلَّزٌِيَ ٌأَۡكُلُْىَ ٱلشِّ

اْ إًَِّوَب ٌتَخََجَّ  َْٰٓ نُۡ قبَلُ لكَِ ثأًََِِّ يُ هِيَ ٱلۡوَسِِّّۚ رَ  طَ  ٍۡ طَُُ ٱلشَّ

 فوََي 
ِّۚ
اْ  ْ ثَ مَ ٱلشِّ حَشَّ َّ عَ  ٍۡ ُ ٱلۡجَ أحََلَّ ٱللَّّ َّ  

ْۗ
اْ  ْ ثَ عُ هِثۡلُ ٱلشِّ ٍۡ ٱلۡجَ

أهَۡشٍَُُۥٰٓ  َّ ثِّۦَِ فٱًَتَِىَ  فلَََُۥ هَب سَلفََ  عِظَةٞ هِّي سَّ ْۡ جَبَٰٓءٍَُۥ هَ

هَ  َّ  ِٗۖ تُ ٱلٌَّبسِۖٗ ُنُۡ فٍِِبَ إلِىَ ٱللَّّ ئكَِ أصَۡحَ 
َٰٓ لَ  ّْ ُ يۡ عَبدَ فأَ

لذُِّىَ      ٥٧٢خَ 

 Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) 

riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 
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ُ  ٌوَۡحَقُ  اْ  ٱللَّّ  ْ ثَ ٌشُۡثًِ  ٱلشِّ تِْۗ َّ ذَقَ  ُ َّ  ٱلصَّ لََ ٌحُِتُّ كُلَّ  ٱللَّّ

  ٥٧٢كَفَّبسٍ أثٍَِنٍ 

Artinya: Allah memusnahkan riba dan 

menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap 

orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 

dosa. 

يَ لَّنۡ تَ  فإَىِ ِ فۡعَلُْاْ فأَۡرًَُْاْ ثحَِشۡةٖ هِّ َِ  ٱللَّّ سَسُْلِ إىِ  ٗۦۖ َّ َّ

لََ تظُۡلوَُْىَ  َّ لكُِنۡ لََ تظَۡلوُِْىَ   َْ تجُۡتنُۡ فلَكَُنۡ سُءُّسُ أهَۡ

٥٧٢  

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah 

dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 

dianiaya. 

3. Prinsip-Prinsip Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

 Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah tersebut 

menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
27

 Prinsip keadilan 

tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan 

pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama 

antara bank dengan nasabah, prinsip kesederajatan adalah 

bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, 

nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang 

                                                           

27 Rahmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 

2014), h.33 



 
 

49 

 

sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, 

resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah 

penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank, dan 

prinsip ketentraman adalah produk-produk bank syariah telah 

sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara 

tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya 

nasabah akan meraskan ketenteraman lahir maupun batin. 

4. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS): 

“Terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, 

efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu 

mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan 

pembiayaan berbasis bagi hasil (share-based financing) dan 

transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong 

menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. 

Sedangkan misi perbankan syariah yang menjelaskan peran 

Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif 

untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah 

terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam 

sektor riil, yang meliputi sebagai berikut: Melakukan kajian 

dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan 

perbankan syariah secara berkesinambungan, 

mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan 

pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan 

operasional perbankan syariah yang sesuai dengan 
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karakteristiknya, mempersiapkan infrastruktur guna 

penigkatan efisiensi operasional perbankan syariah, dan 

mendesain kerangka entry dan exit perbankan syariah yang 

dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.
28

 

 Bank Indonesia telah menentukan sasaran realities untuk 

mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehingga sasaran 

dibuat denganmempertimbangkan kondisi factual, termasuk 

faktor-faktor yang berpengaruh dan kecendrungan yang akan 

membentuk industri di masa yang akan dating; mamfaat dan 

tantangan yang ada, serta kelebihan dan kekurangan dari 

pelaku industry dan stakeholders lainnya. Sasaran 

pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 adalah 

sebagai berikut:Terpenuhi prinsip syariah dalam operasional 

perbankan yang ditandai dengan: Tersusunnya norma-norma 

keuangan syariah yang seragam (standarisasi), terwujudnya 

mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip 

syariah dalam operasional perbankan, baik instrument 

maupun badan terkait, dan rendahnya tingkat keluhan 

masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap 

transaksi dan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam 

operasioanl perbankan syariah, yaitu: Terwujudnya kerangka 

pengaturan dan pengawasan berbasis resiko yang sesuai 

dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya 
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insane yang andal, diterapkannya konsep corporate 

governance dalam operasi perbankan syariah, diterapkannya 

kebijakan exit dan entry yang efisien, terwujudnya real-time 

supervision, dan terwujudnya self regulatory system.
29

 

Tujuan dan Karakteristik Ada beberapa tujuan yang 

dikehendaki dari pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:  

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, 

terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang 

pada umumnya berada di daerah pedesaan. 

b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat 

kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. 

c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan 

ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan 

perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.  

Sedangkan karakteristik dari Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) sebagai Lembaga Keuangan Mikro adalah: 

a. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana 

Syariah Nusantara (BPRS) hanya dapat didirikan oleh 

warga negara Indonesia, badan hukum yang 

kepemilikannya dimiliki oleh warga negara Indonesia, 

pemerintah daerah, atau kombinasinya.  
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b. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang 

menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta 

dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang telah 

diatur pada Undang-Undang No 7 tahun 1992, 

melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, 

melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha 

perasuransian.  

c. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 

juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan 

produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi 

menengah dan menengah kebawah, Usaha Kecil dan 

Mikro (UKM) baik di kota maupun desa.  

d. Karakteristik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah  

e. (BPRS) yang rentan terhadap perubahan lingkungan 

sekitar menyebabkan relatif tingginya kemungkinan 

timbulnya pembiayaan yang bermasalah, dibandingkan 

dengan nasabah pada bank umum. Hal ini juga 

diperburuk dengan pengikatan jaminan yang pada 

umumnya lemah secara hukum. 

Kegiatan Usaha Seperti lembaga keuangan lainnya, 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah juga melakukan kegiatan 

yang berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan 

kredit. Hal ini tercantum pada Undang – undang perbankan 

NO. 10 tahun 1998. Namun, tidak seperti Bank Umum 

Syariah ataupun Unit Usaha Syariah, ada beberapa kegiatan 
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yang dilarang dilakukan BPRS menurut Undang – undang 

NO. 17 pasal 14 tahun 1992. 

a. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang 

diperbolehkan: 

1. Memberikan kredit.  

2. Menghimpun dana dari masyarakatdalam bentuk 

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan 

yang diterapkan oleh Bank Indonesia. 

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan 

atau tabungan pada bank lain.  

b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang 

dilarang  

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta 

dalam lalu lintaspembayaran. 

2. Melakukan penyertaan modal. 

3. Melakukan usaha perasuransian. 

4. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha 

sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang 

boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah. 
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5. Produk di Bank Perkreditan Rakyat Syariah produk-

produk penyaluran dan penghimpunan dana yang 

pada umumnya berada di BPRS diantaranya ialah: 

a) Penghimpunan Dana  

Tabungan Wadiah BPRS menerima tabungan 

(penghimpunan dana), secara pribadi maupun 

badan usaha dalam bentuk titipan murni. BPRS 

bertindak sebagai penerima dana titipan dan 

nasabah sebagai penitip dana, yang mana BPRS 

tidak menjanjikan pemberian imbalan kepada 

nasabah.  

b)  Tabungan Mudharabah BPRS menerima 

tabungan (penghimpunan dana), secara pribadi 

maupun badan usaha. BPRS menjanjikan 

pemberian keuntungan kepada nasabah setiap 

bulannya. Pembagian keuntungan dinyatakan 

dalam bentuk nisbah yang disepakati oleh 

kedua belah pihak. Dana dapat diambil oleh 

nasabah setiap saat.  

c) Deposito Mudharabah Deposito merupakan 

investasi dana berdasarkan akad mudharabah 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

sewaktu-waktu. Biasanya di BPRS deposito 

berjangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. 
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d) Penyaluran Dana  

Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan 

mudharabah pada BPRS merupakan akad kerja 

sama suatu usaha antara BPRS dengan 

nasabahnya, dimana BPRS menyediakan modal 

kerja dan nasabah menjadi pengelola dana yang 

diberikan oleh BPRS. 2) Pembiayaan 

Musyarakah Pembiayaan musyarakah pada 

BPRS merupakan suatu akad kerja sama antara 

BPRS dan nasabah, dimana kedua belah pihak 

tersebut sama-sama menyetor modal untuk 

membiayai suatu usaha tersebut, dan 

keuntungan akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan antara kedua belah pihak.  

e) Pembiayaan Murabahah Pembiayaan 

murabahah merupakan suatu perjanjian yang 

disepakati oleh BPRS dengan nasabah, dimana 

BPRS menyediakan pembelian untuk 

kepentingan nasabah. BPRS menyebutkan 

harga beli dan keuntungan yang di dapat kepada 

nasabah sampai terjadinya proses kesepakatan 

antara kedua belah pihak.  

f) Pembiayaan Hiwalah beli dan keuntungan yang 

di dapat kepada nasabah sampai terjadinya 

proses kesepakatan antara kedua belah pihak. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM  

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana 

Syariah Nusantara Bengkulu 

A. Sejarah Singkat . 

 PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana 

Syariah Nusantara Bengkulu berdiri berdasarkan izin OJK 

dengan nomor Kep/69/D.03/2017 tanggal 3 April 2017. PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah 

Nusantara Bengkulu Resmi beroprasi tanggal 21 April 2017. 

 Pada mulanya nama awal dari Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS)  adalah PT. Bank Adam. Namun, terhitung 

dari bulan April tahun 2022 Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS)  tersebut telah berganti nama menjadi PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah 

Nusantara yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuanngan. 

Pergantian nama tersebut dikarenakan adanya pergantian 

kepemilikan (pemilik modal utama) dan sistem manajemen. 

 

B. Visi dan Misi .  

1. Visi 

Menjadi lembaga usaha perbankan yang professional 

dan mampu menolong peningkatan taraf hidup 

masyarakat, serta mampu bersaing dengan menguasai 

pasar di daerahnya. 
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2. Misi 

a. Mampu menyediakan kebutuhan pemodalan 

usahamikro kecil dan memberi bimbingan untuk 

mengembangkan usaha mereka 

b. Memberikan keputusan pelayanan yang tinggi 

melalui SDM dan teknologi 

c. Memberikan jasa produk yang bersaing dan 

berimbang 

 

C. Produk-Produk  

1. Produk Penghimpunan Dana 

a. Tabungan wadiah mitra Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu : 

diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan 

setoran min. Rp. 10.000,- 

b. Tabungan pelajar Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu: 

tabungan yang diperuntukkan bagi para pelajar di 

kota Bengkulu dengan setoran min. Rp. 10.000,- 

c. Tabunga haji dan umroh : tabungan ini diperuntukkan 

bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk 

menunaikan ibadah haji dan umroh. 

d. Deposito Mudharabah : adalah salah satu cara 

berinvestasi berjangka yang merupakan solusi dalam 

merencanakan keuangan anda yang sesuai dengan 
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prinsip syariah, dengan bagi hasil yang menarik dan 

setoran awal Rp. 1.000.000,- 

2. Keunggulan menabung dan deposito PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah 

Nusantara Bengkulu 

a. Aman karena dijamin LPS (Lembaga Penjamin 

Simpanan) sampai dengan 2 milyar. 

b. Bebas biaya administrasi bulanan. 

c. Batas nominal yang di tabungkan tidak ditentukan 

jumlahnya. 

d. Fasilitas antar jemput dengan transaksi minimal 5 

juta. 

e. Diberikan bagi hasil yang menarik dan 

menguntungkan. 

f. Lebih berkah karena dikelola dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

g. Proses pembukaan rekening yang mudah, tidak 

berbelit-belit dan bebas antrian. Dengan syarat untuk 

pembukaan rekening cukup membawa foto copy 

KTP/SIM yang masih berlaku dan mengisi formulir 

yang tersedia. 

3. Produk pembiayaan PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu 

a. Murabahah : yaitu pembiayaan denga  skema jual 

beli. 
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b. Pembiayaan warung mikro : pembiayaan ini 

diperuntukkan untuk para pemilik warung mikro yang 

ada di Kota Bengkulu, dalam pembiayaan ini nasabah 

akan mendapatkan barang dagangan sesuai dengan 

kebutuhan, dimana pembiayaan sampai 5 juta 

jaminan berupa barang dagangan diatas 5 juta harus 

disertai dengan agunan. 

c. Pembiayaan konsumtif : pembiayaan ini 

diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menggunakan 

untuk keperluan konsumtif, contoh :pembelian laptop, 

motor, rumah dll. 

d. Pembiayaan untuk UMKM : pembiayaan ini 

diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai 

usaha kecil dan industri rumah tangga. Contoh : 

pembuatan kerupuk, ternak itik dll. 

e. Mudharabah/Musyarakah : yaitu pembiayaan dengan 

sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara 

pihak bank dan nasabah. Contoh : untuk proyek 

pemerintah dan swasta. 

f. Qord : yaitu pembiayaan yang diberikan bersifat 

kebajikan. Contoh : untuk biaya berobat. 

g. Ijarah Multi Jasa : yaitu pembiayaan yang 

diperuntukkan berdasarkan atas manfaat yang 

didapat. Contoh : pembiayaan haji, umroh, 

pendidikan dll. 
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4. Syarat permohonan pembiayaan 

a. Mengisi formulir pembiayaan  

b. Pas photo 3×4 suami istri ( 2 lembar ) 

c. Foto copy KTP suami istri ( 2 lembar ) 

d. Foto copy KK dan buku nikah ( 2 lembar ) 

e. Foto copy anggunan ( sertifikat dan BPKB ) disertai 

dengan pajak NJOP. 

f. Surat keterangan usaha  

g. NPWP ( untuk diatas 50 juta) 

h. Daftar kebutuhan barang ( untuk murabahah)  
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D. Struktur Organisasi. PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat Umum Pemegang Saham 

Komisaris 

 
Direksi 

 

 

Dewan pengawas 

syariah 

Satuan pengawas interen 

Manager Oprasional 

Staff Kas/ teller 

 

Staaf / CS 

Tabungan/ Deposito 

 

Staaf Lean 

Staaf Umum & 

Personalia 

Staaf Accunting & 

Soundries 

Staaf Adm Legal 

 

OB, Security, driver 

 

Kepala Kantor Kas 

Manager marketing 

 

Senior Funding 

 

Staf 

Funding 

Accounting Oficer 

 

Staff Cellectar 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kinerja Suber Daya Manusia Sebelum Peralihan 

Kepemilikan  

 Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada 

pula yang memberikan pengertian performance sebagai 

hasil kerja atau prestasi kerja. Performance atau kinerja 

merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. 

Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja 

adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan 

atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan 

pekerjaan. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai 

makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi 

termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu telah disepakati bersama. Pengertian kinerja atau 

performance merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan 

misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan 
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strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan 

diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah 

mempunyai kreteria atau standar keberhasilan tolak ukur 

yang ditetapkan oleh organisasi. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peniliti melalui 

wawancara kepada informan berikut adalah kondisi 

kinerja sumber daya manusia pada Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara 

sebelum peralihan kepemilikan yang dipimpin oleh 

Bapak Darma Irawan :  

1.   Pelayanan yang tepat waktu. 

Memberikan pelayanan tepat waktu terhadap 

nasabah sangatlah penting, ini dapat menjadi 

perimbangan atau daya tarik nasabah untuk 

menabung di suatu bank jika pelayanan tepat 

waktu di terapkan dalam suatu bank, Jika dilihat 

dari aspek pelayanan tidak tepat waktu sungguh 

berbahaya, ini bisa merusak citra perusahaan. 

Maka dari itu perusahaan sangat perlu 

mempekerjakan karyawan yang ahli di bidangnya, 

memberikan pelatihan dan pengawasan yang baik 

terhadap karyawan.
1
  

                                                           

1 Nilam Sari and Abrar Amri, “Peran Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dalam Perkembangan Perbankan Syariah: Sebuah Analisis Kualitas Dan 

Kinerja Pegawai,” Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 18, 

no. 2 (2018): 227. 
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“.Untuk pelayanan tepat waktu dari sebelum 

peralihan kepemilikan hingga sekarang jelas 

berbeda , karna dulu banyak sumber daya manusia 

yang kurang kompeten di bidangnya, dan juga 

jarang ada pelatihan untuk karyawan”
2
 

 

Jika dilihat dari pernyataan salah satu 

karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Maslahat Dana Syariah Nusantara,  Pelayanan 

tepat waktu sebelum peralihan kepemilikan dapat 

dikatakan cukup baik , tetapi jika dibandingkan 

dengan yang sekarang pelayanan tepat waktunya 

lebih baik yang sekarang, karena sebelum 

peralihan kepemilikan banyak sumber daya 

manusia yag kurang kompeten di bidangnya, dan 

kurangnya pelatihan yang di berikan perusahaan 

untuk karyawan membuat pelayanan kurang 

maksimal 

2.   Tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan 

tugas dan pekerjaan. 

 Dari aspek tingkat keterampilan karyawan 

sesuai dengan tugas dan pekerjaan sebelum 

peralihan kepemilikan kurang cukup baik karena, 

beberapa karyawan banyak yang bekerja tidak 

sesuai dengan bidangnya, hal ini menyebabkan 

                                                           

2 Cindi Caroline, Customer Service BPRS Maslahat Dana Syariah 

Nusantara, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2022” 
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minimnya keterampilan karyawan sesuai dengan 

tugas yang di berikan.
3
 Pada penelitian ini 

ditemukan bahwa nasabah Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara 

sebelum peralihan mengungkapkan kekecewaanya 

terhadap pelayanan yang ada di Banp perkreditan 

rakyat syariah dana maslahat syariah nusantara, 

seperti yang diungkapkan oleh salah satu nasabah 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana 

Syariah Nusantara: 

 “Saya dulu sempat kecewa kurangnya 

penjelasan kepada nasabah terhadap produk-

produk yang ada, sehingga nasabah kurang 

mengerti dan terjadi kesalah pahaman” 

 

3.   Efektifitas sistem laporan keuangan. 

Sebelum adanya peralihan kepemilikan dan 

pembaharuan sumber daya manusia banyak 

karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan 

bidangnya membuat kurang efektifitas dalam 

sistem laporan keuangan.  

“karena karyawan yang kurang kompeten 

membuat sistem laporan keuangan kurang baik”
4
 

 

 

                                                           

3 R. l. f Mellania, “Inovasi Produk Dan Jasa Pada KPRI Harapan 

Sejahtera (Periode Tahun 2016-2020)” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021). 
4 Bayu Aresta, Supervisor Operasional BPRS Maslahat Dana Syariah 

Nusantara, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2022” 



 
 

66 

 

4.   Jumlah omset penjualan. 

 Omset penjualan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Maslahat Dana Syariah Nusantara mengalami 

penurunan, jika diusut  penyebabnya salah satunya 

adalah dikarenakan jumlah nasabah yang menurun, 

akibat kurang efektifnya karyawan di bidang pemasaran 

dalam memperkenalkan produ-produk yang ada kepada 

masyarakat seperti yang disampaikan oleh salah satu 

informan berikut:  

 Dari segi omset sebelum pembaharuan karyawan 

sangat minim, di karenakan jumlah nasabah yang juga 

sdikit hal ini di sebabkan oleh kurangnya 

karyawanpemasran dalam mempromosikan produk-

produk yang ada di bank prekreditan rakyar syariah dana 

maslahat syariah nusantara.
5
 

 

B. Kinerja Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara 

Sesudah Peralihan Kepemilikan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti melalui wawancara kepada informan yaitu 

terkait Kinerja Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca 

peralihan kepemilikan dipimpin oleh Bapak Ahmad 

                                                           

 5 Bayu Aresta, Supervisor Operasional  BPRS Maslahat Dana 

Syariah Nusantara, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2022” 
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Soleh pada awal tahun 2021. Ditemukan bahwa terdapat 

pembaharuan diantaranya yaitu Pelayanan yang tapat 

waktu, Tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan 

tugas dan pekerjaan, Efektifitas sistem Laporan 

keuangan, Jumlah omset penjualan yang meningkat, 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan yang tapat waktu 

 Perihal sumber daya manusia Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana 

Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan 

terdapat pembaharuan karyawan di mana tejadinya 

pergantian beberapa karyawan lama dengan 

karyawan baru yang lebih berkompeten dan 

unggul, sehingga pada aspek ini ada peningkatan 

mutu sumber daya manusia melalui kualifikasi 

yang harus dipenuhi untuk berada pada posisi/ 

jabatan dibidangnya. 

 Sejak adanya perubahan peralihan, karyawan 

memang didomiasi oleh karyawan baru. Karyawan 

lama ada tetapi adanya karyawa lama tersebut 

bukan karena adanya peralihan kepemilikan seperti 

yang disampaikan oleh informan berikut: 

 “...memang ada karyawan lama dan 

karyawan baru itu hal yang biasa di dalam 

perusahaan.” 
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2. Tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan 

tugas dan pekerjaan.  

 Keterampilan Kerja adalah keterampilan 

yang membantu performa karyawan menjadi lebih 

maksimal dalam mengerjakan pekerjaan sehari-

hari. Contohnya seperti keterampilan komunikasi 

untuk membantu menyelesaikan konflik antara 

pegawai di kantor. Keterampilan kerja membantu 

suasana bekerja di kantor menjadi lebih positif, 

efisien dan efektif. Tingkat kemungkinan sebuah 

perusahaan menjadi sukses akan semakin tinggi 

dengan adanya pegawai yang memiliki 

keterampilan kerja.  

 “Untuk Sumber Daya manusia yang 

sekarang tingkat keterampilan karyawan sesuai 

dengan tugas dan pekerjaan, karna perusahaan 

menyadari betapa pentingnya keterampilan  

karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan 

mampu meningkatkan keberhasilan perusahaan”
6
 

 

3. Efektifitas sistem laporan keuangan. 

Secara umum, pengertian efektivitas adalah suatu 

keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan 

atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan 

kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang 

telah direncanakan sebelumnya. 

                                                           

6 Bayu Aresta, Supervisor Operasional BPRS Maslahat Dana Syariah 

Nusantara, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2022 
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  laporan keuangan adalah hasil akhir dari 

proses pencatatan transaksi keuangan suatu 

perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi 

dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja 

suatu perusahaan. Menurut hasil wawancara 

menyebutkan bahwa setelah adanya pembaharuan 

karyawan, efektifitas laporan keuangan semakin 

baik dan akurat.  

4. Jumlah Omset Penjualan 

Setelah adanya peralihan kepemilikan, 

banyak perkembangan baik yang dialami oleh 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana 

Syariah Nusantara salah satunya dari persentase 

omset penjualan. Dari meningkatnya jumlah 

nasabah tentu sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan profit perusahaan, seperti yang 

diungkapkan oleh informan berikut: 

 “...tingkat persentase keuntungan meningkat 

cukup signifikan, sekarang sudah mulai stabil 

semua. Perubahan-perubahan mulai dari sumber 

daya manusia, modal, program, bahkan 

keuntungan sekarang jauh lebih baik...”
7
 

 

 

                                                           

7 Bayu Aresta, Supervisor Operasional BPRS Maslahat Dana Syariah 

Nusantara, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2022” 



 
 

70 

 

 Dari karakteristiknya yang khas dan 

beragamnya skema pada perbankan syariah maka 

praktisi perbankan syariah sebenarnya punya ruang 

yang sangat luas untuk memiliki perkembangan. 

Pada perkembangan yang dilakukan setelah 

adanya pergantian kepemilikan adalah 

menunjukkan keunggulan relative pada produk 

yang diperkembangan agar nasabah lebih tertarik 

menggunakan produk karena adanya keunggulan 

yang relatif dari pada produk yang lama. 

Perkembangan yang ada pada produk Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana 

Syariah Nusantara setelah adanya peralihan 

kepemilikan juga merupakan kunci untuk 

meningkatkan produktivitas dan daya saing. Bagi 

dunia bisnis perkembangan artinya pertumbuhan 

perusahaan. Bisa dikatakan  perusahaan yang 

inovatif tentu saja merupakan idaman para 

pemegang saham lantaran ia dapat mendongkrak 

laba.  

 Ketiadaan perkembangan dapat 

menimbulkan stagnasi bisnis, di mana kondisi ini 

membuat rentannya terjadi pengurangan lapangan 

kerja. Karenanya perbankan syariah harus mampu 

memiliki perkembangan  dan berpikir out of box 
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agar bersaing dengan perbankan konvensional 

meningkatkan market share. Semakin inovatif 

bank syariah membuat produk, semakin cepat pula 

pasar berkembang. Maka, lemahnya 

perkembangan bank syariah, bagaimanapun 

berimbas secara signifikan kepada lambatnya 

pengembangan pasar.   

 Keserasian/ kesesuaian (compatibility)  

adalah determinan penting dari penerimaan produk 

baru. Kesesuaian merujuk pada tingkat dimana 

produk konsisten dengan nilai yang sudah ada dan 

pengalaman masa lalu dari calon adopter.  

Lemahnya perkembangan dan pengembangan 

pasar bank syariah harus segera di atasi, agar 

akselerasi pengembangan bank syariah lebih cepat. 

Perkembangan diperlukan agar bank syariah bisa 

lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena 

global. Karena itu harus melakukan inisiatif 

akselerasi luar biasa dalam pengembangan pasar 

dan pengembangan produk.
8
 Ketercobaan 

(trialability) Merupakan tingkat apakah suatu 

perkembangan dapat dicoba terlebih dahulu atau 

harus terikat untuk menggunakannya. Suatu 

                                                           

8 Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, Manajemen 

Pemasaran Perilaku Konsumen (Yogyakarta: BPFE, 2014), h.99 
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perkembangan dapat diujicobakan pada keadaan 

sesungguhnya, perkembangan pada umumnya 

lebih cepat diadopsi. Untuk lebih mempercepat 

proses adopsi, maka suatu perkembangan harus 

mampu menunjukkan keunggulannya. Produk baru 

lebih mungkin berhasil jika konsumen dapat 

mencoba atau bereksperimen dengan ide secara 

terbatas.
9
 Kekomplekan (complexity), adalah 

tingkat dimana perkembangan dirasa sulit untuk 

digunakan. Semakin komplek produk 

bersangkutan, semakin sulit produk itu 

memperoleh penerimaan. Kurangnya 

perkembangan antara lain, dikarenakan 

kemampuan SDM yang masih terbatas. Jangankan 

untuk mengembangkan produk dengan kreatif dan 

inovatif, untuk memahami konsep produk yang 

sudah ada, kemampuan SDM bank syariah masih 

terbatas. Para officer bank syariah umumnya sudah 

memahami konsep dasar produk syariah yang 

sudah ada, namun masih banyak officer bank 

syariah yang belum memahami dengan baik 

konsep dan penerapan fatwa-fatwa Dewan Syarah 

Nasional untuk dijadikan dasar acuan 

                                                           

9 Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, Manajemen 

Pemasaran Perilaku Konsumen (Yogyakarta: BPFE, 2014), h.99 
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perkembangan perbankan syariah. Perkembangan 

yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih 

bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang 

dengan cepat sesuai dengan kebutuhan  

masyarakat.  Perkembangan  yang ada pada Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana 

Syariah Nusantara harus  menjadi  strategi  

prioritas  bagi bank syariah tersebut, karena 

perkembangan memiliki peran penting dalam 

merambah dan menguasai pasar yang selalu 

berubah. Untuk itu, industri perbankan syariah 

dituntut melakukan pengembangan, kreativitas dan 

perkembangan-perkembangan baru. Keberhasilan 

sistem perbankan syariah di masa depan akan 

banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank 

syariah menyajikan produk-produk yang menarik, 

kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri 

pasar.       

 Keterlihatan (observability) yaitu tingkat 

bagaimana hasil penggunaan suatu perkembangan 

dapat dilihat oleh nasabah. Semakin mudah 

nasabah melihat hasil suatu perkembangan, 

semakin besar kemungkinan perkembangan dilihat 

oleh nasabah. Untuk mengembangkan produk-
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produk yang bervariasi dan menarik, bank syariah 

di Indonesia dapat membangun hubungan kerja 

sama atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga 

keuangan internasional. Kerja sama itu akan 

bermanfaat dalam mengembangkan produk-produk 

bank syariah. Bank syariah bisa belajar praktis 

kepada bank-bank yang telah berpengalaman di 

luar negeri di berbagai negara yang 

mengembangkan perbankan syariah. Skim dan 

model ini setidaknya bisa menjadi contoh atau 

memberi inspirasi untuk mengembangkan produk 

bank syariah.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah 

penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kondisi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat 

Dana Syariah Nusantara sebelum peralihan kepemilikan 

oleh bapak Darma Irawan yang terjadi pada awal tahun 

2021 jika dilihat dari aspek sumber daya manusianya 

yang masih kurang berkompeten, pelayanan yang 

kurang tepat waktu, Rendahnya tingkat keterampilan 

karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan,kurangnya 

efektifitas dalam sistem laporan keuangan, dan jumlah 

omset penjualan yang menurun.  

2. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca peralihan 

kepemilikan oleh bapak Ahmad Soleh yang terjadi pada 

awal tahun 2021 yakni ada beberapa perkembangan 

sehingga kondisi Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Maslahat Dana Syariah Nusantara mulai membaik 

diantaranya sebagai berikut perubahan sumber daya 

manusia yang diganti dan diberi pelatihan agar menjadi 

sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam 

bidangnya, sehingga dapat mencapai Pelayanan yang 
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tepat waktu, meningkatnya keterampilan karyawan 

sesuai dengan tugas dan pekerjaan, efektifitas sistem 

laporan keuangan yang membaik dan jumlah omset 

penjualan yang meningkat.  

B. Saran 

1. Diharapkan peneliti lain selanjutnya meneliti tentang 

permasalahan lain yang berhubungan dengan 

perkembangan bank syariah setelah adanya peralihan 

kepemilikan. 

2. Bagi Pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Maslahat Dana Syariah Nusantara agar bisa 

mempertahankan perkembangan yang ada dan terus 

melakukan perkembangan yang sudah mereka terapkan 

kepada nasabah agar nasabah lebih tertarik 

menggunakan produk mereka. 

3. Bagi karyawan bank agar lebih menjelaskan bagaimana 

sistem yang ada setelah adanya peralihan kepemilikan 

agar nasabah lebih mengerti.
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